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Abstrak
 

Globalisasi terjadi hampir di semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu

produk globalisasi adalah munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan transaksi lintas

batas negara dalam kegiatan ekonominya.. Penggerusan basis pajak dengan cara memindahkan keuntungan

ini menggerakkan negara-negara yang tergabung dalam G20 bersama OECD untuk membuat aksi anti BEPS

( <em>Base Erosion Profit Shifting</em>) yang memuat lima belas aksi, salah satunya adalah aksi

Kewajiban Pengungkapan Perencanaan Pajak (<em>Mandatory Disclosure Rule</em>) yang dirancang

untuk menghindari perencanaan pajak agresif. Selain kewajiban pengungkapan perencanaan pajak

(<em>Mandatory Disclosure Rule</em>), OECD juga merekomendasikan kepatuhan kooperatif

(<em>Cooperative Compliance</em>) untuk antisipasi perencanaan pajak agresif. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis penerapan MDR di Negara Inggris, keterkaitan pengungkapan perencanaan pajak dan

kepatuhan kooperatif dalam upaya mengantisipasi perencanaan pajak agresif serta potensi hambatan yang

akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif.

Hasil penelitiannya adalahpenerapan kewajiban pengungkapan perencanaan pajak di negara Inggris yang

lebih dikenal dengan <em>Disclosure of Tax Avoidance Scheme</em> (DOTAS) belum sempurna karena

peraturan masih rumit dipahami, berbiaya kepatuhan tinggi, belum menjamin kepastian bagi wajib pajak.

Sementara itu keterkaitan antara kewajiban pengungkapan perencanaan pajak dengan kepatuhan kooperatif 

adalah pada komponen <em>'disclosure'</em> dan <em>'transparency</em>'. Potensi hambatan yang akan

dihadapi jika diterapkan di Indonesia antara lain belum sempurnanya peraturan domestik perpajakan

Indonesia, Wajib pajak yang masih rendah kepatuhannya, dan sumber daya manusia di otoritas pajak yang

memahami perpajakan internasional sangat terbatas.

......Globalization occurs in almost all aspects of human life, including in the economic field. One of the

products of globalization is the emergence of multinational companies that carry out cross-border

transactions in their economic activities. The erosion of the tax base by transferring these profits drives

countries that are members of the G20 together with the OECD to create anti-BEPS (Base Erosion Profit

Shifting) actions. which contains fifteen actions, one of which is the action of the Mandatory Disclosure

Rule which is designed to avoid aggressive tax planning. In addition to the Mandatory Disclosure Rule, the

OECD also recommends Cooperative Compliance to anticipate aggressive tax planning. This study aims to

analyze the application of MDR in the United Kingdom, the relevance of tax planning disclosures and

cooperative compliance in an effort to anticipate aggressive tax planning and potential obstacles that will be

faced if applied in Indonesia. The approach used in this study is a qualitative approach.
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The results of this study are the application of tax planning disclosure obligations in the UK which is better

known as the Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) is not yet perfect because the regulations are

still complicated to understand, with high compliance costs, not guarantee certainty for taxpayers. with

cooperative compliance is the component of 'disclosure' and 'transparency'. Potential barriers that will be

faced if applied in Indonesia are, among others, incomplete Indonesian domestic tax regulations, taxpayers

who are still lazy with compliance, and human resources in tax authorities who understand international

taxation are very limited.


